BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil identifikasi dari jumlah permintaan aktual angkutan perkotaan di
Kabupaten Purwakarta sebesar 24.514 jumlah perjalanan orang/hari, dan
untuk permintaan demand potensial terdapat 30.681 jumlah perjalanan
orang/hari, maka untuk total jumlah perjalanan ialah 55.194 perjalanan/hari.

2. Berdasarkan hasil analisa, dari total 9 trayek angkutan perkotaan, dilakukan
penyederhanaan menjadi 6 trayek, hal ini dikarenakan terdapat Trayek yang
melalui jalan yang sama, yang menyebabkan presentase tumpang tindih
menjadi 77% dan melampaui standar yang sudah ditetapkan.

3. Berdasarkan data eksisting yang dianalisa, terdapat kinerja jaringan dan
kinerja operasional yang tidak memenuhi standar atau aturan yang ada.
Frekuensi pada kondisi eksisting memiliki rata-rata 3 kend/jam, kemudian
berdasarkan data rute usulan yang sudah dianalisa memiliki rata-rata 12
kend/jam. Tumpang tindih yang awalnya sebesar 77% pada kondisi eksisting,
kemudian pada trayek usulan menjadi 28%. Pada trayek 08 dilakukan
penataan ulang trayeknya, dikarenakan pada kondisi eksisting, angkutan

perkotaan trayek 08 tidak melayani sampai titik akhir.

80



6.2 Saran

1. Perencanaa kinerja pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Purwakarta
dilakukan dengan merencanakan prasarana penunjang pelayanan angkutan
umum pada kantong-kantong penumpang, seperti halte yang disesuaikan
dengan demand angkutan umum yang ada. Sehingga terbentuk jaringan
trayek yang terintegrasi dengan kebutuhan armada yang mencukupi serta
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.

2. Perlu adanya Penataan Kembali rute trayek angkutan perkotaan di Kabupaten
purwakarta, agar tidak terdapat trayek yang tumpang tindihnya melebihi 50%

3. Perlu adanya Pembaruaan SK trayek, untuk angkutan umum perkotaan di
Kabupaten Purwakarta, yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten
Purwakarta. Hal ini dikarenkan bahwa SK trayek adalah landasan hukum

pengoperasian angkutan di wilayah tersebut.
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